ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia
pada periode 1965-2017 dengan fokus pada hubungan antara negara, agama, dan
penghayat kepercayaan. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya
diskriminasi administratif dan sosial yang dialami penghayat kepercayaan akibat
kebijakan negara yang membedakan agama resmi dan kepercayaan lokal. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis pengakuan aliran
kepercayaan, menjelaskan peran negara dan agama dalam pembentukan kebijakan,
serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
terhadap pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan. Penelitian
menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi,
dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas dokumen hukum, arsip pemerintah,
putusan Mahkamah Konstitusi, surat kabar, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian
terdahulu yang relevan dengan tema penghayat kepercayaan dan kebijakan
keagamaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Orde
Baru, penghayat kepercayaan mengalami berbagai bentuk pembatasan melalui
kebijakan administratif dan pengawasan negara yang menempatkan mereka di luar
kategori agama resmi. Memasuki era Reformasi, tuntutan pengakuan semakin
menguat melalui advokasi masyarakat sipil dan pendekatan hukum. Perubahan
signifikan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-
XIV/2016 yang mengakui hak konstitusional penghayat kepercayaan untuk
dicantumkan dalam dokumen kependudukan. Meskipun demikian, implementasi
kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial, resistensi
sebagian kelompok masyarakat, dan ketidaksamaan pelaksanaan di berbagai
daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap aliran
kepercayaan merupakan hasil proses historis yang panjang dan menjadi bagian
penting dalam penguatan pluralisme, demokrasi, serta perlindungan hak asasi
manusia di Indonesia.
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Abstract

This study examines the dynamics of the recognition of indigenous belief
systems (aliran kepercayaan) in Indonesia during the period 1965-2017, focusing
on the relationship between the state, religion, and adherents of belief systems
(penghayat kepercayaan). The research problem arises from the administrative and
social discrimination experienced by adherents of belief systems as a result of state
policies that distinguish between officially recognized religions and local belief
systems. This study aims to analyze the historical development of the recognition
of belief systems, explain the roles of the state and religion in policy formation, and
examine the implications of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-
XIV/2016 for the fulfillment of the civil rights of adherents of belief systems. This
research employs the historical method, which includes heuristics, source criticism,
interpretation, and historiography. The sources consist of legal documents,
government archives, Constitutional Court decisions, newspapers, books, scholarly
journals, and previous studies relevant to the themes of belief system adherents and
religious policy in Indonesia. The findings indicate that during the New Order era,
adherents of belief systems experienced various forms of restriction through
administrative policies and state supervision that placed them outside the category
of officially recognized religions. Entering the Reform FEra, demands for
recognition grew stronger through civil society advocacy and legal approaches. A
significant change occurred through Constitutional Court Decision Number
97/PUU-XIV/2016, which recognized the constitutional rights of adherents of
belief systems to have their identity recorded in population administration
documents. Nevertheless, the implementation of this policy continues to face
challenges, including social stigma, resistance from certain segments of society, and
uneven implementation across different regions. This study concludes that the
recognition of indigenous belief systems is the result of a long historical process
and constitutes an important part of strengthening pluralism, democracy, and the
protection of human rights in Indonesia.
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